BAB IV
A. Analisis Terhadap Pendapat al-Syaikh al-lmam M ajduddin Abu al-
Barakat tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran
Mahar

Dalam bab ini penulis akan berusaha untuk mengasgendapat
Syaikh al-lmam Majduddin Abu Al-Barakging menjadikan akad nikah
sah dikarenakan waktu jatuh tempo penundaan pemdraysampai
terjadinya perpisahan, serta akan menganalisis eusumber yang
menjadi hujjah menurutnya dalam menetapkan hukwmhyr ulama’
telah sepakat bahwa mahar merupakan syarat salkgla yang harus
dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Akan tetdpilam masalah waktu
jatuh tempo penundaan pembayaran mahar terdapsdaan pendapat
antaraSyaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barak@¢ngan imam yang lain

Menurut Syaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakgenundaan
pembayaran mahar dalam pernikahan itu hukumnyaaladajawaz
(diperbolehkan). Yang waktu jatuh tempo penundaapganbayaran
mahar sampai terjadinya perpisahan/perceraian.uKpénundaanya itu
ada batas waktunya dan tidak samar, maka tidak psalenasalahan
hukumnya. Akan tetapi apabila batas waktunya itinpsa terjadinya
perpisahahan, ada dialog hukum disini. Pendapgtikh al-Imam

Majduddin Abu al-Barakadlalam kitab“Al-Muharrar fi al-Figh, yaitu:
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Artinya:*Jika seseorang menikah dengan mahar yang ditunda
pembayaranya dan tidak menyebutkan waktu jatuh dega
maka sah, sedangkan yang menjadi waktu jatuh tesciadah
ketika keduanya berpisah”.

PendapatSyaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakati atas,
menjelaskan bahwa penundaan pembayaran mahampétbdiehkan dan
waktu pembayaranya sampai keduanya berpisah, gghmgnjadikanya
pernikahan itu sah. Sementara menurut Ula@malih Abd al-Samy’

mengartikan sebagai berikut:
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Artinya: “tidak di perbolehkan menikahi perempuan dengan anarang
di tunda pembayaranya baik semuanya atau sebagaa s
selama tidak di tentukan waktunya, seperti selangkau mau,
padahal tidak ada kebiasaan yang menentukan waktu
pembayaran. Apabila ada kebiasaan yang menentukaktuw
pembayaran maka akad tidak rusak, meskipun tidak
menyebutkan  waktu pembayaran pada akad. Tidak
diperbolehkan juga menikahi perempuan dengan mghag di
tunda pembayaranya baik semuanya atau sebagiandsjgan
tempo pembayaran selama 50 thn.

! Al-Muharrar fi al-figh.Op.Cit, him32
2 Shalih Abd al-Sami’, Jawabhir al-Iklil, him 309
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Jika menurut pendap8&yaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakat
diatas adalah jika waktu jatuh tempo penundaan pgarthn mahar
sampai terjadinya perpisahan maka pernikahan sahdiderangkan lebih
lanjut dalam kitaklawahir al-Iklil bahwa tidak di perbolehkan membayar
mahar dengan cara di tunda baik semua atau sebagiama tidak di
tentukan waktunya. Sedangkan dalam kigddligh ala al-Madzahib al-
Arba’ah karya Abdurrahman al-jazirijuga menyebutkan tentang

penundaan pembayaran mahgaitu sebagai berikut:
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? Abdurrahman al-JaziriKitab al-Figh ala al-Madzahib al-Arba’ah” him. 156
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Artinya: Ulama Hanabilah mengatakan boleh menunda keseluruha
mahar/hanya sebagian dengan syarat waktu jatuh oerygo
tidak samar, seperti mengucapkan “aku menikahi kal®aogan
mahar segini ditunda sampai datanganya musafir/samp
turunya hujan, dalam hal ini penundaan mahar tidsh dan
mahar menjadi mahar kontan. Lalu apabila waktu fatempo
tidak samar tetapi tidak ada keterangan seperti paca “aku
menikahi kamu dengan mahar yang di tunda tanpar&egan
waktu jatuh temponya maka penundaan mahar sah.ngéda
jatuh temponya di arahkan kepada perpisahan sebhdk atau
mati. Yang di maksud talak di sini adalah talak haadapun
talak raj’i tidak menjadikan kontan sebelum selegai masa
iddah seperti halnya keabsahan penundaan mahaiibegla
sah penundaan separo, dan kontan separo sepeatdjikatakan
“aku menkahi kamu dengan mahar 100 separo kontapar®
tertunda sampai talak/mati, atau mahar saya baggtbsetiap
bagian di serahkan pada tanggal segini, maka tidakeh
menerima mahar kecuali jika sudah jatuh tempo depatnya
hak-hak yang di tunda yang lainya. Dan apabila nralkia
sebutkan tanpa menyebutkan penundaan atau tidadtsgiga
di katakana “aku menikahi kamu dengan mahar 100p&an
keterangan lanjutan maka hal ini sah dan mahar mdinkontan
semuanya.

Pendapat dar\bdurrahman al-Jaziridalam kitabnyaal-Figh ala
al-Madzhib al-Arba’ah juga mengungkapan bahwa boleh menunda
seluruh mahar asalkan waktu jatuh temponya tidakasaBagi pihak yang
menyatakan bahwa waktu jatu tempo penundaan pemdvagaahar yang
pembayaranya sampai perpisahan itu dianggap g pprdasarkan pada
teks pendapat yang sama dengan ulama’ yang meayatialak sah akan
tetapi ditambah dengan penjelasan dari kitab-Ka#inya bahwa waktu
jatuh tempo penundaan pembayaran mahar itu sdhlapaemberikan

separo mahar sebelum dukhul dan waktu jatuh tengp@igs dan tidak

samar
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Menurut penulis pemberian mahar hukumnya wajib adguna
membuktikan kesetiaan suami terhadap isterinya, hddntu tergantung
kepada kemampuan suami itu sendiri. Dari adanyatph Allah SWT
dan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memberikanandh, maka
ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberamiadpada istri.
Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menekapamya sebagai
rukun. Mereka sepakat menempatkanya sebagai syahatbagi suatu
perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakahar adalah tidak
sah. Walaupun mabhar itu disepakati kedudukanyagsebsyarat sah
perkawinan, namun sebagian ulama di antaranya ulZhehiriyah
menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebudlssarahkan ketika
akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ika¢akawinan mahar
itu harus sudah di serahkan.

Mahar boleh di laksanakan dan di berikan dengartakoatau
hutang, apakah mau di bayar kontan sebagian damdnsebagian, kalau
memang demikian, maka di sunnahkan membayar kostbagian
berdasarkan sabda Nabi Sawal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ra

yang berbunyi:

* Amir Syarifuddin,Op cit. him. 86-87
® Abdul Rahman GhazaliFikih munakahat” Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Jakarta: 2008. HIm. 90
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Artinya: “Dari lbnu Abbas bahwa Nabi Saw, melaraidi menggauli
Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu
jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdania:
manakah baju besi Huthamiyyahmu yang dapat mematahk
pedang-pedang itu? lalu di berikanlah barang itup&da
Fatimah. (HR Abu Dawud, Nasa’l dan disahihkan dHgkim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sunnah lebih dulu
memberikan sebagian mahar kepada isterinya. Haditsshahihkan oleh
al-Hakim, sedang Abu Daud dan al-Mundziri tidak cegat sanadnya.

Yang dimaksud baju besi al-Huthaimiyyah pada hatliestas adalah baju

besi yang dibuat untuk mematahkan pedang atau y#egpa oleh

Huthamah ibn MuhariB.Dari pengertian hadits di atas bahwa isteri boleh

menolak persetubuhan sebelum ia menerima maharnya.

Dalam hadits lain Rasulullah SAW. menjelaskan balsuami

diperbolehkan mencampuri isterinya sebelum memaerikmahar

sedikitpun, seperti hadits yang diriwayatkan oldduAdaud yaitu:

® Imam Hafidz Abi Daud bin al-Asy’ad @hibhasatani, Sunan Abi Daud juz II,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘lliyyah, t.t, him. 106

" Hasbi ash-ShiddieqyKobleksi Hadits-Hadits Hukum”Jakarta: Yayasan Teungku
Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2001, him.151.
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Artinya : “Dari ‘Aisyah, ia berkata : Rasulullah saw menyurshya
membawa masuk seorang wanita kepada suaminya, usebel
seorang suami membayar sesuatu (mahar kepada(ipa.
Abu Daud dan lIbnu Majah).

Maksud hadist di atas ialah: (menyatakan bahwa Istteh
menampik persetubuhanya sebelum dia menerima mahabahkan
boleh menampik sebelum suami menentukan maharmydy yang
mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyuruh Ali merdersebagian
mahar, adalah untuk menyenangkan hati Fatimah.

Karena mahar merupakan pemberian dalam akad titodoék,
maka ia belum boleh di ambil sehingga sang istrmbmerikan sesuatu,
sebagaimana halnya harga dalam jual beli. Sedanpg&dist-hadist itu
menunjukkan arti sunnah, yaitu di sunnahkan bagisisami untuk
memberikan sesuatu kepada istrinya sebelum ia mgnoaya.
Demikian yang sesuai dengan hadist dan kebiasaag lyarlaku dalam
kehidupan umat manusia.

Menurut penulis dari kedua hadits di atas menurgokkahwa

sebaiknya kita memberikan sebagian mahar sebellhutiuwWalaupun

yang demikian tidak diharuskan, karena memberikalpagian mahar,

8 Imam Hafdz Abi Daud bin al-Asy’ad -@hibhasataniQp. Cit him. 107
® Syaikh Hasan AyyubFigih Keluarga”, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2008, him. 107
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apalagi memberikan semuanya adalah merupakan fauilstaan antara
suami isteri tersebut.

Sedangkan Pendap8taikh al-lmam majduddin Abu al-Barakat
tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaranrrkatiga keduanya
berpisah akad nikah sah, Penulis telah menyebuewara global.
Sebagaimana telah diketahui dalam masalah wakth fatmpo penundaan
pembayaran mahar masih terjadi perbedaan pendd@ddrdan ulama’,
PendapatSyaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakdalam masalah ini
tidak sama dengan imam yang lain.

Ada perbedaan pendapat yang sangat signifikanaa8taikh al-
Imam Majduddin Abu al-Barakatlengan Imam lain, seperdil-Auza’l
dalam kitab Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashikbrya ibn

Rusyd.
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Artinya: “Dalam hal penundaan mahar, ada yang tidak mempietiican
sama sekali, ada yang memperbolehkan penundaararmah
tetapi mensunahkan penyerahan sebagian mahar paddé s
hendak berhubungan suami istri, ini pendapat mazhbki.
Kelompok yang memperbolehkan penundaan mahar pan ad
yang membatasi waktu penundaan dan menentukan lama

19 Muhammad Ibnu RusydKitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashighim. 241
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temponya, ini pendapat mazhab Malik. Ada yang makare
batas akhir pembayaran sampai mati atau sampaiater]
perpisahan ini adalah mazhab Auza'i.

Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugqgtashid,ini
menjelaskan boleh menunda mahar tapi mensunahkambenid&an
sebagian mahar bila hendak menggauli dan waktunga@n pembayaran
mahar nya juga harus jelas dan tidak samar.

Imam Malik berpendapat bahwa ia membolehkan peramda
pembayaran mahar, tetapi beliau menganjurkan mganbsebagian
mahar manakala hendak menggauli (dukhul). Lebijutaa hanya boleh
membolehkan penundaan mahar untuk tenggang waky tgabatas dan
ia menetapkan batas waktu tersebut. Sementara zaliAberpendapat
bahwa ia membolehkan penundaan di antara dua \(raktti atau cerai).

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan apakahvpenkaitu
dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundteukah tidak?
Bagi fugaha yang mengatakan dapat disamakan namenekan
berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak bolelpasaterjadinya
kematian atau perceraian. Dan bagi fugaha yang ataken tidak dapat
disamakan maka mereka membolehkan penundaan. Qafufaha yang
tidak membolehkan penundaan, maka alasannya akfalaha perkawinan
itu merupakan suatu ibadah.

Menurut pendapat Imam Ahmad, suami tidak boleh im@ma
nahan mahar yang ditangguhkan pembayarannya. Baiki [$SAW.

Maupun khalifah ar-Rasyidin, tak seorangpun darirake yang
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menganjurkan suami menahan atau menangguhkan panumehar.
Tidak seorangpun dari sahabat Nabi SAW. baik seiNasa masih hidup
maupun setelah Nabi wafat, yang menetapkan hukuenfé&twakan)
tentang keharusan untuk segera menunaikan pelunasdrar yang
ditangguhkan**

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Zainuddin|Adxn dalam

kitab "Fathul Mu’in” yaitu:
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Artinya: “Mempelai perempuan atau wali perempuamgamasih kecil
atau perempuan gila atau tuan budak perempuan digiehkan
menahan mempelai perempuan untuk menerima mahag yan
tidak di tunda, yakni berupa mahar mu’ayan (mahangy sudah
di tentukan barangnya) atau mahar kontan baik semaaatau
sebagian saja. Apabila mahar itu merupakan mahangyai
tunda maka tidak berhak menahan mempelai perempuan,
meskipun mahar itu sudah jatuh tempo selama meipela
perempuan belum menyerahkan dirinya kepada memfaiai
laki.

Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapamirivéalik
dalam kitabBidayah al-Mujtahidkarya ibn Rusyd. Yang berpendapat

bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahapi teeliau

menganjurkan membayar sebagian mahar manakala khendaggauli

1 Abdurrahman Asy-Syargawi,Riwayat 9 Imam Figh” Bandung: Pustaka Hidayah,
Cet. 1, 2000, him. 510.

12 Zainuddin Abdul Aziz,“Fathul Mu’in”, Bairut: Dar al-Kutub al-Lilmiyyah, 1995,
him.582-583
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(dukhul). Lebih lanjut ia hanya membolehkan penamdanahar untuk
tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkars batktu tersebut.
Dasar hukumya memakai hadist Nabi S&Hal ini berdasarkan riwayat

Ibnu Abbas ra yang berbunyi:
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Artinya: “Dari lbnu Abbas bahwa Nabi Saw, melaraddi menggauli
Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu
jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdania:
manakah baju besi Huthamiyyahmu yang dapat mematahk
pedang-pedang itu? lalu di berikanlah barang itup&da
Fatimah. (HR Abu Dawud, Nasa’l dan disahihkan dHgkim).
Dan alangkah baiknya kalau mahar itu di berikanasemlulu
sebelum dukhul untuk membuktikan kecintaan suarmhatéap istri,
apalagi maharnya di berikan semuanya saat akach reslangsung.

Karna mahar itu bukan hubungan transaksional tetabiar itu kerelaan/

keridhoan si istri dan keridhoan istri itu kuncridaernikahan.

B. Relevans Pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat
Tentang Waktu Jatuh Tempo Penundaan Pembayaran Mahar

Dengan Konteks Sekarang

13 Abdul Rahman GhazaliFikih munakahat” Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Jakarta: 2008. HIm. 90

14 Imam Hafidz Abi Daud bin al-Asy’ad 8hibhasatani, Sunan Abi Daud juz II,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘lliyyah, t.t, him. 106
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Syaikh allmam Majduddin Abu al-Barakatyang berpendapat
bahwa waktu jatuh tempo dalam pemberian mahar decg@ di tunda,
dan pembayaran maharnya sampai terjadinya perpisamaka sah.
PendapatSyaikh al-lmam Majduddin Abu al-Barakati, ternyata tidak
efektif di jalankan di zaman modernisasi. Perubatiam perkembangan
pemikiran hukum islam yang berpijak pada kemastahatkan berubah
sesuai dengan situasi dan kondisi, khususnya bagit uslam yang
mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengamurTirengah,
seperti di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pdréingan :

pertama banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang kerla
di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didesankada kondisi dan
kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dak lieegi umat Islam
di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagiaunslam di
Indonesia. Kedua kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam
dewasa ini terus berkembang dan semakin beragarsaldayang ada
secara praktis berbeda pada setiap zaman, makadifgai produk dari
fugaha’ harus disesuaikan dengan konteks sosialardimfigh itu
diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syartahséendiri. Karena
ditaklitkanya hukum adalah untuk mewujudkan kemasian dan

menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Hukumbd&lerikkarena
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pertimbangan maslahat. sehingga hukum Islam tidak &aku, sesuai
dengan arahan syari'afi.

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Klasipiukum
Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan pe@mgembayaran
mabhar, sebagaimana tercantum pada (pasal 33 aygid€thyerahan mahar
di lakukan dengan tunai, (ayat (2): apabila caloemmpelai wanita
menyetujui, penyerahan mahar boleh di tangguhkanupduk seluruhnya
atau untuk sebagian. Mahar yang belum di tunailegrygrahanya menjadi
hutang calon mempelai pria.

Pasal (34 ayat: (1)): kewajiban menyerahkan mahakarp
merupakan rukun dalam pernikahan, (ayat 2): kelalanenyebut jenis
dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak meadylean batalnya
pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mafamih terhutang,
tidak mengurangi sahnya penikat@nDalam bukunya Mahmud Yunus
hukum perkawinan dalam islam pasal 59 menerangian yMas kawin
boleh di bayar semuanya dengan tunai atau denggmjpelan boleh juga
sebagiannya di bayar tunai dan sebagian yang lamgah berjanji
menurut adat istiadat dalam negeti.”

Hal ini menandakan bahwa penundaan pembayaran nyahgr

berlaku di Indonesia bertolak belakang dengan peatdgyaikh al-Imam

15 Abdul Halim, “ljtihad Kontemporer: Kajian Terhad&@eberapa Aspek Hukum Keluarga
Islam Indonesia,” dalam Ainurrofiq (ed.), Mazhabgj#o “Menggagas Paradigma Ushul Figh
Kontemporer’ cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, h. 231

'8 Fokusmedia‘Kompilasi Hukum Islam” Bandung: 2007, him 14

" Mahmud Yunus‘Hukum Perkawinan Dalam Islam”Hidakarya Agung, Jakarta: 1983,
him.84
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Majduddin Abu al-BarakatDan di Indonesia ini mahar wajib di bayar
oleh calon suami kepada calon istri, maka pembayardoleh dengan
tunai seluruhnya dan boleh pula dengan berjamersesesudah satu atau
dua tahun asalkan jelas waktunya. Dan boleh pllagsan mahar di bayar
dengan tunai dan sebagian yang lain dengan benaiju menurut adat
istiadat dalam negeri, sesuai dengan kaidah. Axtirap-tiap sesuatu yang
datang dari syara’ dengan mutlak dan tak ada yaegentukan dalam
syara’ dan tidak pula dalam bahasa, maka di kekdralmenurut adat
istiadat dalam negeri.

Untuk wilayah Indonesia bentuk mahar umumnya adagathiasan
yaitu emas dan perlengkapan alat sholat, bahkdmwldhkan pula dalam
bentuk kitab suci al-Qur’'an, dan sebagainya seleatad di sepakati oleh
calon istri. Di Indonesia sering terjadi dalam supérnikahan maharnya
di bayar kontan dan di sebutkan pada saat ijab IKablini biasa terjadi
dan sering kita jumpai, tetapi apa jadinya kalathanatu di hutang dan
pemberiannya ketika keduanya berpisah. Hal ini hesgadi dengan
berbagai alasan di antaranya:

Bisa saja calon suami belum mapu memberikan myduag di
minta istri dengan nominal yang cukup banyak, adgaj yang
pernikahanya terlalu terburu-buru karna calonngaihamil di luar nikah
sehingga calon suaminya belum bisa membelikan mgaaatau karena
faktor yang lainya sehingga menyebabkan suami tlidat memberikan

maharnya sampai terjadinya perpisahan atau pemcer&iisa di lihat
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bahwa apa yang menjadi pendapat 8gaikh al-lmam Majduddin Abu al-
Barakattidak sejalan dengan Undang-Undang di Indonesiakdn boleh
di katakan bahwa maslahat yang di cita-citakan diehau lebih di
sempurnakan lagi oleh perundang-undangan di Inélnes

Dalam hal ini penulis tidak sependapat den@ymaikh al-lmam
Majduddin Abu al-Barakatyang membolehkan menunda pembayaran
mahar dengan waktu jatuh tempo pembayaranya sefsabisahan.
Meskipun mahar bukan rukun dalam penikahan tetagoas yang wajib di
berikan calon istri. Dan mahar itu boleh berupa saja, yang penting
barang itu halal. Rasulullah saja tidak membolehlednlaki menikahi
perempuan dengan tanpa mahar. Dan di anjurkan nniabemahar
walau hanya cincin dari besi. Dan juga Rosululladiak melarang
suaminya menggauli istrinya sebelum suami membsgsuatu

Di dalam figh mahar itu boleh di hutang dan di daldHI mahar
juga boleh di hutang, tetapi dalam kenyataan domegia/praktek yang
ada di lapangan jarang terjadi mahar di hutang lddranyakan orang
menikah tidak ada mahar yang di hutang. Di Ind@nbssanya mabhar itu
di berikan/di sebutkan kontan pada saat ijab qatan jarang mahar yang
di hutang bahkan hampir tidak ada, mahar hutangatwya teoritik/hanya
ada di teori saja dan umumnya mahar di Indonasidi iberikan kontan.

Kecuali kalau emang ada di suatu tempat yang aelatberian
maharnya bisa di hutang, apabila ada adat sepertiaka mahar boleh di

hutang baik itu separo maupun semua atau sampeditera perceraian,
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asalkan istri sama-sama ridho dengan mahar yangh nhagang, dan
keridhoan istri itu adalah kata kunci dalam perhd@ karna pernikahan
itu bukan hubungan transaksional tetapi hubungadab dan keridhoan.
Mahar itu bukan rukun dalam pernikahan, akan tetgprat wajib yang
harus di berikan oleh suami kepada istri, makakbatah mahar itu
kepada istrimu sebagai pemberian dengan penurakerdan keikhlasan.

Menurut penulis mahar itu akan diberikan secaratdmoratau
hutang, baik seluruhnya maupun sebagian itu temggnpada keridhoan
kedua belah pihak disamping melihat adat (tradiai) kebiasaan mereka
yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kaidah :

3 pr Bl Y 4 4 Ly LNy Lilas ¢ b @ 5ple S
A
Artinya : “Tiap-tiap sesuatu yang datang dari syara’ dengartlakudan
tak ada yang menentukan dalam syara’ dan tidak plalam

bahasa, maka dikembalikan menurut atfat.

Dalam pembayaran mahar itu tidak ada syara’ yangentekan
harus dibayar tunai atau hutang, maka dari iturdbadikan menurut adat
kebiasaan yang berlaku pada daerah tersebut. Kardaea daerah yang
satu dengan daerah yang lain adatnya tidaklah usedaima. Pada
prinsipnya hukum Islam bukanlah hukum yang memkaratatau

mempersulit. Akan tetapi sebaliknya, hukum Islam niberikan

8 Mahmud YunusHukum Perkawinan Dalam Islagrdakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983,
him.84.
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kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan dan ketsmmpbagi
pemeluknya, sebagaimana firman Allah SWT : (al-Heg)
PO 2O Wa Fe OVNX AEAEVORHEHEN mADRY o ¢8
IR H 5 Hee0RIO $I1NE
Artinya : “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalamgama
suatu kesempitat{Q: 22: 78)*°

Pemberian mahar boleh di tunda/hutang/di angsubpgananya,
asalkan kedua belah pihak menyetujuinya. Karenaséqpml ’'adatu
Muhakammahadat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebag
faktor perubahan hukum menjadikan hukum dapat betadi dengan
perubahan sosial. Di Indonesia sering terjadi dadaatu pernikahan, dan
mahar semacam ini wajib di bayar seluruhnya bimsuelah menggauli
istrinya.

Mahar boleh di tunda atau di bayar kontan dan hajeh sebagian
di tunda dan sebagian kontan, ketika mahar di kamtuanpa menyebut
kontan tidaknya maka berarti harus kontan. Namuabiégp disyaratkan
adanya penundaan sampai waktu tertentu maka bolehdd sampai
waktu tetertentu. Dan apabila disyaratkan adanyaumdaan tapi tidak
disebutkan kapan waktu jatuh tempo maka menurutl @okih mahar
tidak sah, hal ini diucapkan secara tersurat/israleh Imam Hambali dan

di akui oleh mayoritas ashab (sahabat) termas@odi*°

19 Alqur'an dan terjemahan
20 Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mawatgi- Inshaf’ hal: 344-355
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Dan hal tersebut dipertegas dalam ki&farh Muntaha al-lIradat
yang dicatat olelSyaikh Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahugang
membolehkan penundaan pembayaran mahar. Adapun emnsng
pendapatnya berkenaan dengan pembayaran mahan adakgai berikut:
Mahar yang telah di sebutkan dalam akad secarant&afmahar yang
telah di tentukan setelah akad dalam kasus tidakpathyebutan mahar
tetapai tidak di tentukan waktu jatuh temponya malahar seperti itu
tidak sah secara nas dari Imam HamBali.

Dari sini di ketahui di perbolehkanya menjadikasggaro mahar
sebagai mahar kontan dan separo yang lain sebadmrrtertunda seperti
biasa terjadi sekarang ini berbeda dengan wakiin jEgmpo yang belum
terang/jelas seperti datangnya zaid, maka mahagatematuh tempo
seperti ini tidak sah, mengenai mahar tertunda ek di sebutkan
waktu jatuh temponya itu maka jatuh temponya adp&pisahan dengan
di sebabkan hukum adat, sedangkan di alihkan déurh adat karma
telah menentukan waktu jatuh tempo tanpa ada kefaramaka dari itu
mahar masih belum terang.

Dalam hal ini penulis sependapat deng&yaikh al-imam
Majduddin Abu al-Barakatyang membolehkan penundaan pembayaran
mahar yang pemberianya setelah perpisahan. Namumuratepenulis
mabhar itu akan dibayarkan secara kontan atau hi@kgseluruhnya atau

sebagian, tergantung pada kesepakatan kedua b#&lak gisamping

21 Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris al-BahtiSyarh Muntaha al-Iradat” him. 67
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melihat adat dan kebiasaan mereka yang berlakienidaantara daerah
yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. paasipnya hukum
Islam itu tidak memberatkan atau mempersulit akéapi hukum Islam itu
memberikan kemudahan dan menjauhkan dari kesuliéankesempitan

bagi pemeluknya sebagaimana firman Allah (Qs. Al:H&)

LACEROCEY 4 CoHEDIRY SOONNL 2 M =AEN erw
A&OoeRNKOOOCR0 Ko B €BOSIGme $53 D0
GOELRO 0o €0 f FOIte@a S @R
04032 HOEsAD e H&OIRY B HeaRNE-60

XN GP IO EDSIDS0DE

Artinya: bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkanasiat tertentu yang
mereka lakukan, Maka janganlah sekali-kali merelkamipantah
kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepddgama)
Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada jodata
yang lurus. (Q: 22: 67)

Sedangkan kesepakatan kedua belah pihak itu lebtandakan,
menurut penulis bertujuan untuk menghindari kemeatha dan semata-

mata untuk mencari kemaslahatan, sebagaimana kaidah
é@\%&;m%wgs

Artinya“Menolak  kerusakan diutamakan daripada  mencari
kemaslahatan®
Karena konsepal 'adatu Muhakammahadat dipertimbangkan
dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahkumni menjadikan

hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

22 Masjfuk Zuhdi, ‘Masail Fighiyyah”,Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, him. 10



